WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIMINATI

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Krileria Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang
Tidak Diminati.

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Keschatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 121,



B,

10.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerimtahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat
Terpencil Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak
Diminati (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 153);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kota
Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14| sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Nomar 54).

MEMUTUSKAN:

KESATU :  Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Kelurahan di
Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan fasilitas pelayanan
kesehatan yang tidak diminati.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Apri 2014

Pj. WALIKOTA PADANG

Tl

ZAL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Tbu Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta

2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang

3. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang



